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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa dalam rangka perubahan besaran insentif untukrealisasi pendapatan mulai tahurr 2013, perlu mengubah
fe-belaga pasal peraturan watitota pontianak Nomor1.1 Tahun 2OlS -teltang perubahan atas peraturanwalikota pontianak Nomir 4g Tahun zorci tentangTatacara pemberian dan pemanfaatan InsentifPemungutan pajak Daerah dan Retribusi Oaerah ;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut padahuruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan warikotatentang Perubahan Ketiga Atas peraturan walikotaPontianak Nomor 4g Tahun 2oro tentant TatacaraPemberian dan pemanfaatan Insenfif r"*""frrtan pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

lasat- _.-tS ayat 
. 
(6) .Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun tgiS ;

undang-ur{*s Nomor 2z Tahun 19s9 tentangpenetapan undang-undang Darurat Nomor g Tahun
1913 tentang pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan ( Lembaran Negara Tahun f gS3 Nomor 9 )sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukai DaerahTingkat II Tanah Laut, DaerJ Tingkat It iapin dan
Daerah Tingkat Il-Tabalong denga, rrrt.rrgubah undang-
undang Nomor 2T Ta},un rgst tentang" pembentukan
P1*"h Tingkat II di Kalimantan ( Leiebaran Negara
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Ne[ara
Nomor 2765 );

b.

Mengingat : 1.

2.



3. undang-undang Nomor 8 Tahun Lgz4 tentang pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun rgr4
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 43 Tahun tggg tentang perubahan Atas
undang-undang Nomor 8 Tahun tgr+ tentang pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun lggg
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3s9o);

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2oog Nomoi
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a2g6l;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendah araan Negara (Lembaran Negara Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor aaT\;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungiawaS
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44STl
sebagaimana telah diubah beberapa kari yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor g2
Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2O0S Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor a$afl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4
Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor a43gl;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OOg
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5Oa9) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Afi tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(l,embaran Negara Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 52}fl ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang
Tatacara Pemberian dan pemanfaatan Insentii
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2AlO Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll;
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13-

\4.

15.

16.

77.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun zoll
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2oog tentang Bidang
urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2oog tentang
Pembentukan organisasi perangkat Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 200g Nomor 10
seri D Nomor L) sebagaimana telah diubah beberapa
kali yang kedua dengan peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua atas peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2oo8 tentang pembentukan
organisasi Perangkat Daerah Kota pontianak (Lembaran
Daerah Tahun zOLl Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2oto tentang pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2OtO Nomor 4 Seri E Nomor 4);

Peraturan walikota Pontianak Nomor 4g rahun 2o1o
tentang Tata cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang
telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan
Walikota Pontianak Nomor 1.1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan warikota pontianak
Nomor 48 Tahun 2o1o tentang Tata cara pemberian
dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota pontianak
Tahun 2OL3 Nomor 1.1);

MEMUTUSKAIT :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA
KETIGA ATAS PERATURAN
2ALO TENTANG TATA
PEMANFAATAN INSENTIF
DAN RETRIBUSI DAERAH

TENTANG PERUBAHAN
WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN

CARA PEMBERIAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 1.1 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2Ol2 Nomoi f .fy
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 6 ayat (lf ditambah t hunrf, sehingga pasal 6 ayat (lf
berubah berbunyl sebagai berikut :

(1) Insentif pemungutan pajak Daerah ditetapkan :

a. 3,5o/o (Tiga koma Lima per seratus) untuk jenis pajak :
1. Pajak Hotel ;

2. Pajak Restoran ;
3. Pajak Hiburan ;
4. Pajak Reklame ;
5. Pajak Parkir;
6. Pajak Sarang Burung Walet;
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. 5% (Lima per seratus) untuk Jenis pajak Bumi dan Bangunan.

c. 2o/o (Dua per seratus) untuk jenis pajak penerangan Jalan.

(2) Insentif pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima per
seratus).

(3) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari rencana penErimaal
tiap jenis Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui
APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pagal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam E,errta Daerah Xota
Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 A*$pr*ry#t I

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 J*ruarl p01l
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